BUPATI SOLOK

HERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan [ungsi pemerintahan,
Peranigkat Dacrah sebagai unsur pelaksana harus
mampu  mengakomodir dan menjawab perkembangan
regulasi maupun kondisi sosial ekonomj masyarakat di
bidang tugas perencanaan, penelitian dan
pengembangan secara efektif dan efisien dalam struktur
yang ramping dan kaya [ungsi:

b. bahwa dalam - pelaksanaan fungsi  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan:

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negerii Nomor 5 Tahun 2017 tentang  Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelengegaraan Urusan Pemerintahan, maka terhadap
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu

menetapkan  Peraturan Bupati lentang Kedudukan,

rn




Mengingal

e

2 1.

o

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
NGI:LI' 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negdra Repub.lik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana
telahh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pera[luran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
SuiLk ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
444%h

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana lelah
diuirah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2(}]‘|9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tenlang Perangkal Daerah
[Lﬁrn!'lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indtkncsia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
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Menetapkan

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I
2.

Dadrah adalah Kabupaten Solok.

Pemerintah  Daerah adalah  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Solok.

Bupati adalah Bupati Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Solok.

Bajan Perencanaan, Peneliban dan Pengembangan
ya ; selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan
Pcfmcanaan..?enelitian dan Pengembangan Kabupaten
Solok.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabalan yang
berjsi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fun'gsimlal pada keahlian dan Kketerampilan tertentu
da_l#lm rangka mendukung  kelancaran tugas

Ba[l)pelitbang.




BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Bappelitbang merupakan unsur penunjang urusan

(2]

(1)

pemerintahan  bidang  perencanaan  dan  bidang

penelitian dan pengembangan.

Bappelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipi?‘npin oleh Kepala Bappelitbang vang berkedudukan

Se

i jaWah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

retaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Bappelitbang terdiri dari:

Kepala;

. |Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yang

terdiri dari:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pemhanglinan Daecrah, membawahi 3 (tiga)

Subbidang yang terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Subbidang Data dan Informasi; dan

3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

membawahi 3 (tiga) Subbidang vang terdin dar:

1. Subbidang Pemerintahan;

2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan

3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat.
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lidang  Perekonomian, Sumber Daya Alam,

nfrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga)

—

Subbidang vang terdiri dari:

R 1 |

Subbidang Perckonomian;
Subbidang Sumber Daya Alam; dan
. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
f. idang Penelitian dan Pengembangan, membawahi
l (tiga) Subbidang yang Lerdiri dari:
i Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
?, Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
g, Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h., Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dipl[np‘in oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
ole l Kepala Bidang yang berada di bawah dan
ber'Ianggung jawab kepada Kepala Bappelitbang melalui

Sekretaris.

(4) Sujbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipi[mpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud
pa;{a avat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan vang berada di  bawah dan
b.elli;nggungjawab kepada Kepala Bappelitbang melalui
Seh‘larer,aris.

(7) Suslunan Organisasi Bappelitbang  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




Lan

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

[1]Bap|:Telitbang mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan dan bidang peneliian dan
pengembangan,

(2) Bappelithang dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada avat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis  pemerintah di
idang perencanaan dan bidang penelitian dan
engembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
berencanaan dan bidang  penelitian  dan
pengembangan;

c. lpemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
ugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan

idang penelitian dan pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang
;;percncanaan dan bidang penelitian  dan
ipengembang&n; dan

e. ’pe]aksanaan fungsi lain vyang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai tugas dan [ungsi

Ealpelitbang sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

terjantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

me1ak5anakan tugas khusus scsuai dengan bidang
keahlian dan ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Kﬂlﬂlfmpﬁk jabatan fungsional dalam melaksanakan
tugas sebagaimana  dimaksud pada avat (])

bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugasnva Kepala Bappelitbang,
Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala

Sul?bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun
antar perangkat Daerah.

Kodrdinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI
JABATAN

Pasal 7
Kepala Bappelitbang merupakan Jabatan Eselon Ilb

atafLu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Seﬂtretaris merupakan Jabatan Eselon llla atau Jabatan
Ad%iniatratnr,

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon lIb atau
Jabatan Administrator.

Keﬁ)ala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

Jabatan Eselon [Va atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan-Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang

ada sdat ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya

pejabat yang baru.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada sdaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati | Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Benta
Daerah| Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 51) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Lk ; .

Agar |setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
| : .

pengun;d angan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 25 MoJer—oEs 2020

BUPATI SOLOK,

o

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka

pada Langgal 75 Mauml-ﬂmr RAorio

SEKRETARIS DAERAH
|
KABUPATEN SOLOK,
ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 58
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LAMPIRAN [1

PERATURAN BUPATI] SOLOK

NOMOR 58 TAHUN 72eo2c0

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN  DAN
PENGEMBANGAN

NCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. Sekretariat

A. Sekretariat mempunyai [ungsi:

1.

o

pcnguordinasl;ian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan;

pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
penyusunan| kerangka regulasi dalam Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan pada Barenlitbang;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakal, arsip, dan dokumentasi
Barcn]itban&l';;

pembinaan u:llan penataan organisasi dan tata laksana;
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan penLadaﬂn barang/jasa di lingkup Barenlitbang;

I
pengc:::-rr:]ina]sian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan

penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

|
peiaksana&r} fungsi lain vang diberikan Kepala Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

B. Sekretariat tcrdiri dari:

1.
2
3.

N

Subbagian Brogram;
Subbagian Keuangan; dan

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Lo




C. Sekretarial terdiri dari:

1. Subbagian Program mempunyai tugas:

a.

menyiapka&n bahan koordinasi penyusunan rencana strategis
Badan Perencanaan, Peneclitian dan Pengembangan;
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan
rencana |kerja Badan Perencanaan, Peneclitian dan
Pengembangan;

menyiapkan bahan koordinasi penyvusunan Rencana Kerja
Anggaran untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
pelaksanaan pelaporan dan cvaluasi tlentang kinerja
program/kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (LAKIP/SAKIP, LKPJ dan LPPD scrta RB);
menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Daerah;
menyiapkan bahan koordinasi laporan kemajuan pelaksanaan
kegiatan;
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan alasan, baik
lisan masl,lpun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala
subbagian melalul  pertemuan atau ‘atau  rapat untuk
men_*-_.ratu;ran pendapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai
bahan evaluasi;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

.

menyiapl‘lan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesual
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi
keuangarn;

mengk{mLuh.asikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut;




mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala
subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyalukan
pendapat;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
keuangan [serta menyiapkan bahan untuk pemecahannya;

melaksanakan verifikasi keuangan berdasarkan juklak/juknis

administrasi keuangan;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala schagai
bahan evaluasi; dan

| . -
melaksanakan tugas lain vang diperintahkan olch atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.

menghimpun kebijakan  teknis administrasi kepcgawaian
sesual ket:)utuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas
unit;
menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan

untuk kelancaran tugas unit;

menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
kepegawaian,

melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan nominatil untuk
tertibnva administrasi kepegawaian;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan madupun tertulis untuk memperolch petunjuk lebih

lanjut;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala
Subbagian melalui  rapat/pertemuan  untuk penyatuan
pendapat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagaibahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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II. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

A. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah mempunyai [ungsi:

1.

10,

13.

14.

.melakukan

melakukan | analisa dan pengkajian perencanaan dan

pendanaan |pembangunan Daerah;
melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

melakukan | pengumpulan dan analisa data dan informasi

pembangumrn untuk perencanaan pembangunan Daerah;

pengintegrasian dan harmonisasi program-program

pembangunan di Daerah;
perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;

mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan  pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
melakukan | evaluasi  terhadap  kebijakan  perencanaan
pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan
Dacrah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;

melakukan | pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan

tindak lanjul penyimpanan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan

Daerah;

mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah
berdasa t'kﬁli‘l data  untuk  mengetahui perkembangan
pembangunan,

menyajikan| dan mengamankan data informasi pembangunan

Daerah;
bahan cetak dan

pengamanan  data melalui

elektronik sebagai bahan dokumentasi,

. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program

dan kegiatan pembangunan Dacrah;
pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan

penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

pembangunan Daerah.

13




Bidang Perencapaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah terdiri darn:

1.

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Subbidang Data dan Informasi; dan

3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Uraian Tugas

if

2

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

a.

melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan Dacrah;

penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan
Daerah dan perangkat Daerah;

penyusunan dokumen rencand pembangunan Daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pcngﬁml?angan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk
juga keﬁjakan keuangan Daerah;

pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah
berdasaTkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan,

pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan
pengcmLangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Dacrah;
pengooridinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD
dan RKI;PD',

menkon!sultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai |bahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk Kelancaran tugas kedinasan.
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Ld

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

.

melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah

melalui survei untuk mengetahul perkembangannya;

mengelola data pembangunan Daerah sesual jenisnya
sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
menyus rencana kegiatan pengolahan data  sesuai
kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkaiy;
menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan
sebagai bahan informasi;
melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah
melalui rl'i:-e_tkmn cetak dan elekironik sebagai bahan
dokumentasi;
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lisan m

lanjut;

mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas dengan kepala
subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

membua}l laporan hasil pelaksanaan tugas sccara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

me‘:aksal akan tugas lain vang diperintahkan oleh atasan

untuk kFlancaraﬂ tugas kedinasan.

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyal

tugas:

a.

menghimpun bahan kebijakan (cknis sistem cvaluasi
pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur
cvaluamL pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap
pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas
capaian|pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise

dan tindak lanjut penyvimpangan terhadap pencapaian
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

pembangunan Daerah;
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi ]'_Leren{:anaan pembangunan Daerah di  bidang
pemantauan, cvaluasi, pengendalian  dan  pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

melaksanakan  evaluasi rencana dan  pelaksanaan
pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan

tahunan| untuk menjadi bahan penyusunan program

pembangunan Daerah selanjutnya;

menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah
scsual };prﬂgramfk::giatan sebagai bahan penyusunan
pelaporan;

membual laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pemban lunan Dacrah scbagai bahan penilaian;

menyajikan dan mengamankan data informasi
pembangunan Daerah;

mcnindajiklaénjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang
sebagai | bahan penyusunan program lanjutan tingkat
kabupaten dan provinsi;

rﬂcng{:'mra hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan Daerah;

melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait
Standar|Pelavanan Minimal (SPM};

mengoml:dinasikan pendataan dan pelaporan atas capain
pelaksanaan rencana pembangunan Dacrah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah
secara periodik sebagai bahan evaluasi;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala Subbidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
membuiat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain vang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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[Il. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

fungsn

1.

10.

11.

12,

13.

mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah (RPJFD, RPJMD dan RKPD);
meng@ﬂrdinalsikan penyusunan Rencana Strategis Perangkal
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIMD
dan RKFPDJ;
mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait RPJPD, RPIMD dan RKPD;

mcngﬂm‘dinafik'an pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;

mengoordin: Lsikan sinergitas dan harmonisasi  kegiatan
perangkat Daerah kabupaten;

mcnguordinelsikian pclaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan ke l enterian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
mengﬂﬂrdinj’sikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daaral\;

mengoordinasikan pembinaan teknis  perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten;

mfngﬂurdinTsikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang
melaui rapat/pertemuan untuk penyvatuan pendapat;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanaklan tugas lain vang diperintahkan oleh atasan untuk

| !
kelancaran tugas kedinasan.

B. Bidang Pemcrirﬁtahan dan Pembangunan Manusia mengkoordinir

perangkat Daerah:
|

l.
2.
3.
4.

i

Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Inspektorat Paerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;




o ® N

Badan Keuangan Daerah;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil;

Satuan Polisi L’amnng Praja dan Pemadam Kebakaran |

Kantor Kesatyan Bangsa dan Politik;

. Dinas Keschatan;
. Dinas Sosial;

. Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

. Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan Nagari;
_Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

16.

seluruh Kecamatan.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari .

: 28

Subbidang Pgmerintahan;

2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan

3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakal.

D. Uraian Tugas

8

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas:

d.

.-—Ha-'-'

merancarng penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah {]#FJFD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

mengkoordinasikan  Rancangan Penyusunan Dokumen

manusia rﬁmerinmhan;

rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang pﬁlmerintahan;

mengwall asi penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah {ILJFJFD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;

mengkm#dinir perangkal Daerah di bidang pemerintahan

vang rnf:ﬂlpu Li:

1) Sekrellarial Dacrah;

2) Sckretariat DPRD;

3) Inspektorat Daerah;

4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Man | 1]

5) Badan Keuangan Daerah;

5] Eadail Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
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-

7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8) Satuan Polisi Pamang Praja dan Pemadam Kebakaran ;

9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

10) seluruhy Kecamatan.

menganaﬁl is rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana liferja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
mengkoordinasikan rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
mengevalqasi rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana I‘Tcrja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang pemerintahan;

memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKFPD) di
bidang pemerintahan;

merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat Dacrah kabupaten di bidang pemerintahan;
melaksanlkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten di bidang pemerintahan;
mengevaluasi konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkal Daerah kabupaten di bidang pemerintahan;

. merenca | kan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait pcinyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, PfF'JMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;
mengevaltiasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyvusurtan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait ARBD di bidang pemerintahan;
|
melaksanakan kescpakatan dengan DPRD terkait APBD di

bidang pemerintahan;

mengevaluiasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD di bidang pemerintahan,

merencaleakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang pemerintahan,

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang pemerintahan;

1]




L1,

a4a,

bb.

dd.

€.

ff.

gE.
hh.

mengevaluasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang pemerintahan;
merencandkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang pemerintahan;
melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang pemerintahan;

mengevaluasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional di bidang pemerintahan;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Dat:l ah untuk pembangunan di bidang pemerintahan;
menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan
pusat dar1 Daerah sebagai bahan perencanaan berikutnya di
bidang pemerintahan;

menyusun laporan akhir pelaksanaan kegialan pusat dan
Daerah |sebagai dokumen  perencanaan di bidang
pemerintahan;

melaksa:lkan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Da lrah untuk pembangunan di bidang pemerintahan;
data bahan di bidang

mengumpulkan perencanaar

pemerintahan;

. menganalisa data sebagai bahan perencanaan di bidang

pemerintahan;

mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang pemerintahan;
mengkongsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan

menyusun dokumen kegiatan tahunan bidang Pemerintahan;
|

melaksar}akan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Subbidang Plr:mbangunan Manusia mempunyai tugas:

d.

R

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,
I . 5 . .
pedoman, petunjuk tcknis, data dan informasi serta bahan

lainnya sLhagai pedoman dan landasan Kerja;
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merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah {RA’JPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan
manusia;

mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen

rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

Rancangan

bidang pembangunan manusig;

mengevalulasi penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah [RLJJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan
manusia,

mengkoordinir perangkat Dacrah di bidang pembangunan
manusia

1)

rang meliputi:

Dinas fl(esehatan;

2) Dinas Sosial;
3) Dinas| Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan
manusia;
mengkoordinasikan rencana strategis perangkal Daerah dan
Rencana |Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan
manusia;
mengevalliasi  rencana strategis  perangkal Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan
manusia;
merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD] di
bidang pgmbangunan manusia;
merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat Daerah kabupaten di bidang pembangunan
manusia;
melaksanakan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten di bidang pembangunan
manusia;
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mengevalugasi konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat | Daerah kabupaten di bidang pembangunan
manusig;
merencandkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(RPJPD,

manusia;

RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

mengevaljasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
|

(RRJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan

manusia;

merencanakan pelaksanaan

kesepakatan dengan DPRD

terkait APBD di bidang pembangunan manusia;
melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di
bidang pembangunan manusia;

mengevall

APBD di &

1asi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

idang pembangunan manusia;

merencanrakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia,
melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia;
mengevaltiasi sinergitas dan harmonisasi keglatan perangkat
Daerah k,Lbupal.f-rn di bidang pembangunan manusia;
merencan!akan dukungan pelaksanaan kegiatan pusal untuk
prioritas nasional di bidang pembangunan manusia;

melaksa | kan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang pembangunan manusia;
mengevaluasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas %asinnal di bidang pembangunan manusia;
menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pusat dan
Daerah sebagai bahan perencanaan berikutnya di bidang
pembangunan manusia;

menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pusal dan
Daerah perencanaan  di

sebagai  dokumen bidang

pembangunan manusia;




el

bb.

CC.

dd.

eC.

hh.

il.

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang pembangunan

manusia;

melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang pembangunan
manusia;

mengumpulkan data bahan perencanaan di bidang
pembangunan manusia;

menganalisa data sebagai bahan perencanaan di Bidang
bidane pembangunan manusia,

mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang pembangunan
manusia;
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun teriulis untuk memperoleh petunjuk lebih

lanjut;

. membual | laporan hasil pelaksanaan tugas seccara berkala

sebagai bahan evaluasi;

menyusun dokumen kegiatan tahunan bidang pembangunan

manusia; dan
melaksaankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan,

3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

.

merancarig penyvusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan
masyara}lral;

mengknm!'dinasikan Rancangan Penyusunan Dokumen
rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di
bidang kqscjah!:eraan masyarakat;

mcngcvallhasi penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan
masyara [ 5

mengkoordinir perangkat Daerah di bidang kesejahteraan
masyarakat vang meliputi:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

23




menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Dacrah di bidang kesejahteraan
masyaraka[r

mengkoordinasikan rencana slrategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan
masyarakal;
mengevaluasi rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahleraan
masyarakat;

merencan!kan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RFJMD
dan RKPD) di bidang kesejahtleraan masyarakat;

memfasilitasi musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang kesejahteraan masyarakat;

merencanakan konsep pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan
masyarakat;

melaksanakan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkal Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan

masyarakat;

mengevaluasi konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkar!. Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan
masyarakat;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPED
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, |RPUMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan
masyarakat;

mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, | RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan
masyarakat;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait ABBD di bidang kesejahteraan masyarakat,
melaksan!akan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di
bidang kasejahteraan masyarakal;

mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkail

APBD di bidang kesejahteraan masyarakat;
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ad.

bb.

CC.

dd.

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kal upaten di bidang kesejahteraan masyarakat;
melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang kesejahleraan masyarakat;
mengevaluasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah kabupaten di bidang kesejahteraan masyarakat;
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang kesejahtleraan masyarakat;
melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang kesejahtcraan masyarakat;
mengem;lasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang kesejahteraan masyarakat,
menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pusat dan
Daerah sebagai bahan perencanaan berikuilnya di bidang
kesejahteraan masyarakat;

menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pusat dan
Daerah | sebagai dokumen  perencanaan di hidang
kesejahteraan masyarakat;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang kesejahteraan
masyarakat;

melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Datrah untuk pembangunan di bidang kesecjahtleraan
masyarakat;

mengumpulkan data bahan perencanaan di bidang
kesejahteraan masyarakat,

menganalisa data sebagai bahan perencanaan di hidang

kesejahteraan masyarakat,;

mengevaluasi pelaksanaan kescpakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk pembangunan di bidang kesejahteraan

|
masyarakat;

. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,batk

isan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai hahan evaluasi,
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gg. menyusun| dokumen kegiatan tahunan bidang kesejahteraan

masyarakal; dan

hh. melaksanakan tugas lain vang diperintahkan oleh atasan

untuk keldncaran tugas kedinasan.

IV. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan

A. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan mempunyai fungsi:

1.

&=

10,

11.

12.

13.

meng-:mrdina.Likan penvusunan dokumen perencanaan
pembangunaL Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
mengunrdinatikan penvusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMDdan R!KPD]:

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,;

mengoordinasikan  pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkail APBD;
mengoordinasikan  sinergitas dan  harmonisasi kegiatan
perangkat Dacrah kabupaten;

mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
mengoordingdsikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;

mengoordingasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerat!l:

mengoordindsikan pembinaan (eknis perencanaan kepada
perangkat Dacrah kabupaten;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Subbidang
melalui rapa{‘t;’pertemuan untuk penyatuan pendapat;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanak]lan tugas lain vang diperintahkan oleh atasan untuk

|
kelancaran tugas kedinasan.
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B. Bidang Perekonomian, Sumber Dava Alam,

Kewilayahan mengkoordinir perangkat Daerah :

Infrastruktur

dan

1. Dinas Koperdsi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan;

9. Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Keria;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Pertanian;

Dinas Perikanan dan Pangan;

i A5 - U S =

Pertanahan;

&. Dinas Perhubungan;

9. Dinas Komurjikasi dan Informatika;

10. Dinas Lingkungan Hidup; dan

11, Badan Fcnaanulangan Bencana Daerah.

C. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur
|

Kewilayahan terdiri dart:

1. Subbidang Perckonomian;

2. Subbidang Sumber Daya Alam; dan

3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
). Uraian Tugas

1. Subbidang PnIrckunumian mempunyal tugas:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan

dan

a. merancurlg penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah [ITFJ PD, RPJMD, dan RKPD) di bidang ekonomi,

b. meranca_t}g penvusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang eckonomi

kreatif;

¢. menganalisis rencana strategis perangkat

Daerah  dan

Rencana | Kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan

ckonomi kreatifl;

d. mengkoordinir perangkat Daerah di bidang perekonomian

yang meliputi:

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan; dan
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2) Dinas Henanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja.

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) di bidang ekonomi;

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, REJMD dan RKPD) di

bidang ckanomi;

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPD| di bidang ekonomi kreatil;

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang ekonomi kreatif;

mercncan;}kan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di bidang ekonomi;

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di bidang ekonomu,

merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di Bidang bidang ckonomi;

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di bidang ekonomi kreatil;

membuat| konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten di bidang ekonomi;

membuat| konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten di bidang ekonomi kreatif;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD

terkait pgnyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
merencanakan pelaksanaan  kescepakatan  dengan DPRD
terkait pf,ltnyusurlan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ckonomi kreatif;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di bidang ekonomi;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di bidang ekonomi kreatif,

merencanakan sincfgitas dan harmonisasi kegialan perangkat
Daerah i{l?abupatcn di bidang ckonomi;

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah kabupaten di bidang ckonomi;
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WL

dd.

bb.

CC.

dd.

e,

ff.

hh.

g

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkal
Daerah kalupalfm di bidang ekonomi kreatif;

melaksaanakan sinergitas dan  harmonisasi kegiatan
perangkat iDaﬁrah kabupaten di bidang ekonomi kreatil;
merencakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusal untuk
prioritas nasional di bidang ekonomi;

merencakan dukungan pelaksanaan kegialan pusatl untuk
prioritas nasional di bidang ekonomi kreatif;

mercncar:fkan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Dﬂcil"ah untulk Pembangunan di bidang ekonomi;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk Pembangunan di bidang ekonomi kreatif;
koordinas Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembansunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ekonomi llrr:ati[;

km}rdinasl,i

Penvusunan Dokumen Perencanaan

Pembanglnaﬂ Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ekonumi;T

asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

I
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
asistensi

Daerah (RPJPD, RPIMD dan RKPD) bidang ckonomi kreatif;

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

mﬂnil.nrirlfg dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Fembang{man Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ckonomi;

monimrirTg dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pemhanglunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
ekonomi kreatif;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sccara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

melaksar}akan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.
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2. Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai lugas:

.

| . o
merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan

Daerah (RPJPD, RPIMD, dan RKPD) di bidang sumber daya

alam;

merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya
air dan iingkungan hidup;

mﬂnganalilgs.is rencana slralegis perangkat Daerah dan
Rencana ll(erja Perangkat Daerah di bidang sumber daya
alam;

menganalisis rtencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana lerja Perangkat Daerah di bidang sumber daya air
dan lingkungan hidup;

mengkoordinir perangkat Daerah di bidang perckonomian
vang meliEuﬁ:

1) Dinas I[I-'ariwiﬁata dan Kebudayaan;

2) Dinas [Pertanian; dan

3) Dinas|Pe1'ikanan dan Pangan.

mcrﬁncanILakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang sumber daya alam;

melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di
bidang sumber daya alam;

mcr—::m:aiakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di
bidang sdlmher dava air dan lingkungan hidup;
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Da'erah dan RPJMD di bidang sumber daya alam;
melaksarﬁakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di bidang sumber daya alam;

mercncar}akan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW Dacrah dan-RPJMD di bidang sumber daya air dan
Iingkung+n hidup;

= me}aksaqakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPIJMD Cﬁ] bidang sumber daya air dan lingkungan hidup:
membu31 konsep pembinaan teknis percncanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya alam;
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aa.

membuat |[konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup;

merencanakan pelaksanaan kesepakalan dengan DPRD
terkait per’}fusunan dokumen rencana pembangunan Dacrah
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam;
mercncan'lkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait pezlhyusunan dokumen rencana pembangunan Dacrah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya air dan
}ingkungail'ﬂ hidup;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait AP! D di bidang sumber daya alam;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di bidangz sumber daya air dan lingkungan
hidup;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi keglatan perangkat
Daerah kzlbupatt:n di bidang sumber daya alam;
melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkal
Dacrah krbu paten di bidang sumber daya alam;
merencanakan sinergitas dan harmonisasi  kegiatan
perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya air dan
lingkungan hidup,

me]aksaal akan slinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkar Daerah kabupaten di bidang sumber daya air dan
lingkungan hidup;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional di bidang sumber daya alam;
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas hasional di bidang sumber daya air dan lingkungan
hidup;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar Daprah untuk Pembangunan di bidang sumber daya
alam; '

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk Pembangunan di bidang sumber daya air

dan lingkungan hidup:
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bh. koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
sumber dava alam, sumber dayva air dan lingkungan hidup;

cc. koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang

sumber daya alam;

dd. asistensi Ien}usunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya
alam;

ee. asistensl nyuauhém Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya air
dan I.ingkL!rngan hidup;

if. monitoring dan Evaluasi Penvusunan Dokumen Perencanaan
Pembang\.rnan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
sumber d | yva alam;,

pg. monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangfnan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
sumber da!a}_ra air dan lingkungan hidup;

hh. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;

1. membuall laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

scbagai bahan evaluasi; dan

jj. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk I{e!!_ancaran tugas kedinasan.

3. SubbidangI !sl'rastrukl.ur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

a. merancalllg penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJIMD, dan RKPD) di bidang kebinamargaan
dan perh | bungan;

b. menganarisis rencana strategis perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan
kewﬂayal*lian;

¢. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan
Dacrah [I%P.IPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang keciptakaryaan

dan kewilayahan;
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menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kebinamargaan

dan perhubungan;

menganalisis rencana strategis perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang keciptakaryaan

dan kewilayahan;

mcngknﬂr(!iinir perangkat Daerah di bidang perekonomian

yang melil:ruti:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7) Dinas | Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

3) Dinas Perhubungan;

4) Dinas P(nmunikasi dan Inlormatika;

5) Dinas Lingkungan Hidup; dan

6) Badanl Penanggulangan Bencana Dacrah.

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKP[?l] di bidang kebinamargaan dan perhubungan;

melaksanlkan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang k:—:t-inamargaan dan perhubungan;

merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD

dan RKPE%] di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan;

melaksanakan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di

bidang keiciptakaryaan dan kewilayahan;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD di bidang kebinamargaan dan

perhuburigan;

melaksan'ﬁtkan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di bidang kebinamargaan dan perhubungan;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

RTRW Daerah dan RPJMD di bidang keciptakaryaan dan

kewilayvahan;

melaksanlﬁkan sinergilas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan;

mt:mhuall konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkal Daerah kabupaten di bidang kebinamargaan dan

perhubungan;
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dad.

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

perangkat |Daecrah kabupaten di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan;

merencanzikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait peryusunan dokumen rencana pembangunan Daecrah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kebinamargaan dan
perhubungan;

merencanakan pelaksanaan kescpakatan dengan DPRD
terkait pm%yusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(RPJPD, WFUMD dan RKPD) di bidang keciptakaryaan dan
kewilayahan;

meren(:an?kan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di bidang kebinamargaan dan perhubungan;
merencanikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait AFED di bidang keciptakarvaan dan kewilayahan;
mercncanLkan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah |kabupaten di bidang kebinamargaan dan
perhubungan;

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah | kabupaten di bidang kebinamargaan dan
perhubungan;

mﬂr{:ncans[akan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah | kabupaten di bidang keciptakaryaan dan
kewilayahan,

melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah | kabupaten di bidang keciptakaryaan dan

kewilayahan;
merenc‘an'akan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas | nasional di  bidang kebinamargaan  dan

perhubungan;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegialan pusat untuk
prioritas nasional di bidang keciptakaryaan dan kewilayahan;
merencarlrakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah untuk Pembangunan di bidang kebinamargaan

dan perhubungan;
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bb.

L

dd.

[ =L

hh.

1.

kk.

merencanakan pelaksanaan kescpakatan bersama kerjasama
antar Dactah untuk Pembangunan di bidang keciptakaryaan
dan kewilayahan;

koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pcmbangur-lan Dacrah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
kﬁ:bin_amarigaan dan perhubungan dan keciplakaryaan dan
kewilayahan;

kourdinasii[ Penvusunan Dokumen Perencanaan
Pembanegunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
kebinamargaan dan perhubungan;

asistensi é’enyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah [I'T’I'P.IPD. RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan
dan perhubungan;

a_sisLensiLLf:nyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah [RLF'JF'D, RPJMD dan RKPD) bidang keciptakaryaan
dan kewilayahan;

monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangt.lman Daecrah (RPJPD, RPJMD dan RKFPD) bidang
kebinamargaan dan perhubungan;

monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
F’embanglnan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang
keciptakaryaan dan kewilayahan;,

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih
lanjut;

membuat| laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi, dan
melaksanpkan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

| . :
untuk kelancaran tugas kedinasan.

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan

A. Bidang Penelitim? dan Pengembangan mempunyai fungsi

L.

penyiapan bahan Penvusunan kebijakan leknis penelitian dan

pengembangian pemerintahan kabupaten;

penviapan bahan Penyusunan perencanaan program dan

anggaran |penelitian dan  pengembangan  pemerintahan

kabupaten:
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3. penyiapan bahan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
pemerintahan kabupaten;
4. penyiapan bphan Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup
urusan pemerintahan Daerah kabupaten;
melakukan F‘Lsilitasi dan pelaksanaan inovasi Dacrah;
penylapan han Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
7. melakukan }Jicﬂrdinaﬁi dan sinkronisasi pelaksanaan peneclitian
dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
8. puiaksanaan|administ{asi_pcnclitian dan pengembangan Daerah
kabupaten; -:Jan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.
B. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari
1. Subbidang Spsial dan Pemerintahan;
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
C. Uraian Tugas
1. Subbidang Sgsial dan Pemerintahan mempunyai tugas:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program,dan
anggaran| penelitian dan pengembangan di bidang sosial,
pemerintahan dan pembangunan manusia;

b. penviapan bahan pelaksanaan penelitan dan pengembangan
di bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang
bidang sgsial, pemerintahan dan pembangunan manusia;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial,
pemerintahan dan pembangunan manusia;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang
sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;

f. pengelolaan  data  kelitbangan dan  peraturan,  scria

pelaksanaan pengkajian peraturan;
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fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara

asing unt

berwenan

Lk diterbitkannva izin penelitian oleh instansi vang

Es

| " _
pelaksanz\an administrasi dan tata usaha; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

el.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran
perckonor
kewilayah

penyiapar

penelitian  dan  pengembangan di  bidang
mian, sumber daya alam, infrastruktur dan
an;

1 bahan pelaksanaan peneclitian dan pengembangan

di bidan

perckonomian, sumber daya alam, infrastruktur

dan kewilayvahan;

penyiapa

bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di

bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastrukiur dan

kewilaya

penyiapa

pelaksanaan

perekono

an;

bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penelitian dan pengembangan di  bidang

ian, sumber daya alam, nfrastruktur dan

kewilayahan,

penyiapanh bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pl:nf:li{i:arl-‘ dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang
perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan

kewilayvahan;

pelaksanaan administrasi dan Lala usaha, dan

meiaksa%akan tugas lain vang diberikan oleh atasan untuk

k(—:lant:urj

3. Subbidang |

n tugas kedinasan.

ovasi dan Teknologi mempunyail tugas:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program,dan

anggaran

penclitian dan pengembangan, serta [asilitasi dan

penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

penyviapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur

dan metode penyelenggaraan pemerintahan

Daerah vang

bersifat inovartif;




penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang inovasi dan teknologi;

penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan

fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

penyiapan bahan, strategi, dan pencrapan di bidang inovasi
dan Le-knxliugi;

penviapa bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksangan penelitian dan pengembangan, scrta [asilitasi
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

penviapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemeriniah Daerah, serta
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologs;
penyiapan bahan wuji coba dan penecrapan  rancang
bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi
dan penerapan teknologi;

penyiapan bahan diseminasi jenis, prosedur dan metode
penvelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatil;
pﬂ]aksanjan sosialisasi  dan  diseminasi  hasil-hasil
keiilbang%m:

penyiapan bahan dan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayvaan
Intelektual;

p-::nyiapaj: bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi
hasil-hasil kelitbangan;

. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

BUPATI SOLOK,

~

GUSMAL
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